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ABSTRAK 

Condotel Mataram City Yogyakarta melakukan perjanjian terhadap para 
pihak pembeli condotel berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Perjanjian 
tersebut akan memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak apabila menaati 
kewajiban sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun di tengah 
pelaksanaan perjanjian pihak Condotel Mataram City Yogyakarta memberikan 
surat pemberitahuan terhadap pihak konsumen dalam keterlambatan penyerahan 
unit condotel. Keterlambatan penyerahan unit condotel tersebut mengakibatkan 
wanprestasi yang dilakukan pihak Condotel Mataram City Yogyakarta, maka 
penulis melakukan penelitian dengan pihak Condotel Mataram City Yogyakarta 
dan pihak pembeli unit condotel dalam permasalahan, Bagaimana wanprestasi 
dalam pelaksanaan perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland 
Development di Mataram City Yogyakarta dan Bagaimana perlindungan 
konsumen terhadap penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi perjanjian 
jual beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City 
Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang digunakan 
untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi dalam permasalahan 
tingkah laku konsumen dalam Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi 
dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Unit Condotel PT. Saraswanti Indoland 
Development di Mataram City Yogyakarta. 

Hasil penelitian didapat dengan adanya kemunduran penyerahan 
pembangunan unit Condotel Mataram City Yogyakarta yang menjelaskan adanya 
wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Condotel Mataram City Yogyakarta, 
dimana pihak tersebut tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah 
diperjanjikannnya, sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh konsumen. 
Maka dari itu, wanprestasi merupakan adanya salah satu pihak yang tidak dapat 
memenuhi kewajibannya atau melakukan kelalaian sehingga tidak dapat 
melakukan kewajibannya. Dalam aspek ini terdapatnya hubungan klausula antara 
wanprestasi dengan kerugian maka dari itu terdapatnya pelanggaran norma yang 
menyebabkan timbulnya kerugian. Perlindungan konsumen tidak dijelaskan 
adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun dalam BAB III Hak 
dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 huruf h yang menjelaskan, hak untuk 
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya selanjutnya di dalam pasal 7 menerangkan tentang kewajiban pelaku 
usaha apabila pelaku usaha melakukan kelalaian terhadap perjanjian dan apabila 
pihak konsumen bersengketa maka sesuai dengan pasal 52 tentang tugas dan 
wewenang Badan Penyeleaian Sengketa Konsumen (BPSK), pembeli unit 
Condotel Mataram City Yogyakarta dapat melaporkan ke Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha pihak Condotel Mataram City Yogyakarta yang menimbulkan kerugian 
terhadap konsumen.  
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MOTTO 

 

 

Berani Bermimpi Menjadi Sukses 

Berarti Telah Memegang Kunci Kesuksesan 

Namun Teruslah Berusaha 

Untuk Mencari Kunci Keberhasilan 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Condomminium merupakan pembangunan dengan sistem sarana 

alternatif. Pentingnya pembangunan codomminium memberikan efisiensi 

dalam penggunaan tanah yang dilakukan di daerah pemukiman wilayah 

kota. Pembangunan condomminium dilakukan dengan pembangunan 

rumah yang tidak secara horizontal lagi melainkan di bangun secara 

vertikal atau disebut juga rumah susun. Pembanguan rumah susun dengan 

sistem condomminium telah mendapat pengaturan dari segi hukumnya 

dengan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun. 

Dewasa ini condomminium tidak hanya digunakan untuk tempat 

tinggal saja melainkan digunakan untuk berinvestasi dengan berupa 

pembelian unit kamar yang nantinya unit kamar tersebut akan 

dipergunakan dan dipromosikan sebagai layaknya fungsi kamar hotel. 

Condomminium tersebut berupa condomminium hotel atau disebut juga 

condotel. 

Periode tahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta 

khsusnya dalam bisnis condotel tumbuh dengan sangat pesat dengan 

dibuktikan banyaknya berdiri bangunan condominium disetiap sudut 

tempat keramaian di pusat Yogyakarta yang nantinya akan berfungsi 
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sebagai hotel. Condotel-condotel yang telah tersebar di setiap sudut tempat 

keramaian Kota Yogyakarta mengakibatkan daya tarik sendiri bagi pihak 

konsumen untuk membeli unit kamar condotel sebagai sektor penginapan 

yang akan digunakan untuk para wisatawan yang berdatangan di Kota 

Yogyakarta. 

Condotel Mataram City merupakan condotel yang pertama kali 

hadir di Yogyakarta. Salah satu kelebihan yang ditawarkan dalam 

pembelian condotel ini adalah pembeli dapat memiliki sertifikat hak milik 

strata title yang artinya hak milik tanahnya milik bersama atas unit 

condotel yang mereka beli. Setelah melakukan pembelian atas satuan unit 

kamar Condotel Mataram City para pembeli dan penjual condotel 

melakukan suatu perjanjian pembelian atas satuan condotel tersebut yang 

diwujudkan  dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).  

Perjanjian yang dilakukan pihak Condotel Mataram City 

Yogyakarta dengan pihak konsumen akan memberikan manfaat yang 

optimal bagi para pihak apabila menaati kewajiban sesuai dengan isi 

perjanjian yang telah disepakati. Suatu perjanjian akan mengikat masing-

masing pihak yang telah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian 

sedangkan klausul yang tertuang di dalam perjanjian tersebut berlaku 

sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang mengikatkan 

dirinya, namun di dalam implementasinya masing-masing pihak baik si 

penjual maupun pembeli sering tidak melakukan hal yang telah mereka 

perjanjikan di dalam perjanjian tersebut. Salah satu contohnya dalam 
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Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak Mataram City dan  

pihak pembeli unit cndotel di dalam Pasal 6 (enam) Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) yang menjelaskan penyerahan bangunan akan diserah 

terimakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2013. Akan 

tetapi pihak condotel memberikan surat pembeitahuan kepada pihak 

konsumen yang menjelaskan kemunduran penyerahan pembangunan yaitu 

tanggal 30 April 2014. 

Kemunduran penyerahan pembangunan tersebut menjelaskan 

adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Condotel Mataram City 

Yogyakarta, dimana pihak tersebut tidak melakukan kewajibannya 

sebagaimana yang telah diperjanjikannnya, sehingga menimbulkan 

kerugian yang dialami oleh konsumen. Maka dari itu, wanprestasi 

merupakan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

atau melakukan kelalaian sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya. 

Dalam aspek ini terdapatnya hubungan klausula antara wanprestasi dengan 

kerugian maka dari itu terdapatnya pelanggaran norma yang menyebabkan 

timbulnya kerugian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun memberikan 

jalan atas permalahan tersebut dengan terwujudnya kontrak yang saling 

menguntungkan para pihak (win-win solution contract), di satu sisi 

memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan.1 

                                                            
1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Konktrak 

Komersial, (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hlm.6. 
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Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian keterpaduan asas 

dalam berkontrak dengan adanya kewajiban konsumen dengan 

keseimbangan dan keadilan dalam berkontrak dengan sebuah karya tulis 

yang berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Unit Condotel PT. Saraswanti Indoland 

Development di Mataram City Yogyakarta” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli unit 

condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City 

Yogyakarta ? 

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penyelesaian sengketa 

akibat adanya wanprestasi perjanjian jual beli unit condotel PT. 

Saraswanti Indoland Development di Mataram City Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual 

beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland Development di 

Mataram City Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat adanya 

wanprestasi terhadap perjanjian jual beli unit condotel PT. 

Saraswanti Indoland Development Mataram City Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 
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Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi wancana 

pengetahuan adanya ilmu pengetahuan mengenai perlindungan 

konsumen terhadap wanprestasi daam pelaksanaan pejanjian jual 

beli dan sebagai rujukan bagi penelitian sebelumnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan bidang hukum 

dalam informasi ilmiah atau literatur dalam kajian penelitian 

perlindungan konsumen. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang 

sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait 

sebelumnya. Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan mengenai 

perlindungan konsumen terhadap wanprestasi perjanjian jual beli. Maka 

literatur dalam penelitian sebelumnya menjadi tambahan mendukung 

diantaranya, 

Skripsi yang disusun oleh Nataniel P. Nainggolan yang berjudul 

“Perlindungan Hukum PT. WOM Finance terkait adanya Wanprestasi dari 

Konsumen di Jakarta”,2 skripsi ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh 

PT. WOM Finance Jakarta dalam rangka melindungi haknya dalam hal 

adanya wanprestasi oleh konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa 

                                                            
2 Nataniel P. Nainggolan, “Perlindungan Hukum PT. Wom Finance terkait adanya 

Wanprestasi dari Konsumen di Jakarta, “Sekripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, (2010). 
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pembiayaan yang dilakukan oleh PT. WOM Finance terkait wanprestasi 

dari konsumen. 

Skripsi yang disusun oleh Rizki Yulangga yang berjudul 

“Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pembenihan Jagung antara PT. 

Bisi dengan Kelompok Tani Ngudi Makmur dan Kelompok Tani Ngudi 

Mulyo Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Blitar”3, Skripsi ini menjelaskan 

mengenai terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian 

pembenihan jagung antara PT. Bisi dengan kelompok tani dan 

penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi wanprestasi  antara PT. BISI 

dengan kelompok tani.  

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Junaedi Ady Putra yang berjudul 

“Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Perkemahan 

Pada Outlet Merapi Adventure Di Kabupaten Sleman”4, skripsi ini 

membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa 

menyewa pada outlat merapi adventur dan upaya penyelesaian dalam hal 

terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada 

outlet Merapi Adventure di kabupaten sleman.  

Skripsi yang disusun oleh Esa Setianingrum yang berjudul 

“Penyelesaian Wanprestasi dalam Plaksanaan Perjanjian Kerjasama antara 

                                                            
3 Rizki Yulangga, “Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pembenihan Jagung Antara 

PT. Bisi Dengan Kelompok Tani Ngudi Makmur Dan Kelompok Tani Ngudi Mulyo Desa Bendo, 
Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Blitar,“ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, (2014). 

4 Hanif Junaedi Ady Putra, “Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan 
Perkemahan Pada Outlet Merapi Adventure Di Kabupaten Sleman,“ Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2014). 
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Pengelola dan Pengrajin mengenai Penggunaan Kavlig di Pasar Seni 

Gabusan Yogyakarta”.5 Menjelaskan tentang kualifikasi perjanjian 

kerjasama antara pengelola pasasr seni gabusan dengan pengrajin dan 

bentuk-bentuk wanprstasi yang terjadi di dalam perjanjian kerjasama serta 

upaya penyelesaian wanprestasi. 

Perbedaan permasalahan skripsi ini yang dibuat oleh penulis 

dengan judul Perlindungan Konsumen terhadap Wanprestasi dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Uint Condotel PT. Saraswanti Indoland 

Development di Mataram City Yogyakarta, ini mengkaji mengenai 

terdapatnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli unit 

condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City 

Yogyakarta dan mengenai penyelesaian sengketa akibat adanya 

wanprestasi terhadap perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti 

Indoland Development di Mataram City Yogyakarta. 

E. Kerangka Teori 

1. Perjanjian atau Perikatan 

a. Pengertian perjanjian 

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 BW adalah Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan diamana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.6 

                                                            
5 Esa Setianingrum, “Penyelesaian  Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama 

antara pengelola dan pengrajin mengenai penggunaan kavlig di pasar seni gabusan Yogyakarta” 
Skripsi,Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun,(2012). 

6 Sophia Hadyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Sofmedia, 
2011), hlm. 260. 
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Menurut Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.7 Dan 

KRMT Tirtodiningrat berpendapat perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantar dua orang atau 

lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat 

dipaksakan oleh undang-undang.8 

Maka perjanjian merupakan sesuatu hal yang dibuat dari 

pengetahuan yang memiliki suatu kehendak dari kedua belah pihak 

atau lebih dengan mencapai suatu tujuan dari yang disepakati. 

b. Syarat Sahnya Perjanjian 

Menurut pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian, 

perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya adalah : 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3) Suatu hal tertentu. 

4) Suatu sebab yang halal.9 

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam : 

                                                            
7 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak 

Komersial, hlm. 14. 

8 Ibid., hlm 14. 

9 Sophia Hadyanto, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 261. 



9 
 

1) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang 

mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan 

2) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung 

dengan objek perjanjian (unsur objektif).10 

c. Unsur Perjanjian atau Perikatan 

Dalam pengertian yang dikemukakan arti perjanjian yang 

dikemukakan oleh para ahli, maka terdapat 4 (empat) unsur 

perikatan, yaitu : 

1) Hubungan Hukum 

Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksudkan 

disini adalah bentuk hubungan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum. 

2) Bersifat Harta Kekayaan 

Bersifat harta kekayaan artinya sesuai dengan tempat 

pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di 

dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan 

(vermogensreht), maka hubungan yang terjalin antar 

para pihak tersebut beriorientasi pada harta kekayaan. 

3) Para Pihak 

Para pihak artinya dalam hubungan hukum tersebut 

melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum. 

 
                                                            

10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 93. 
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4) Prestasi 

Prestasi artinya hubungan hukum tersebut melahirkan 

kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya 

(prestasi-kontrak prestasi), yang pada kondisi tertentu 

dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila 

diperlukan menggunakan alat negara.11 

d. Asas-Asas Hukum Kontrak 

Menurut Mariem Darus Badrulzaman dalam buku 

Muhammad Syaifuddin, mengemukakan pendapatnya bahwa asas-

asas hukum kontrak mencangkup : 

1) Asas perjanjian yang sah adalah undang-undang. 

2) Asas kebebasan berkontrak. 

3) Asas konsensualisme. 

4) Asas kepercayaan. 

5) Asas kekuatan mengikat. 

6) Asas persamaan hukum. 

7) Asas kesimbangan. 

8) Asas kepastian hukum. 

9) Asas moral. 

10) Asas kepatutan.12 

                                                            
11 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak 

KomersialI, hlm. 18.  

12 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 76. 
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2. Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Konsumen 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan, 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.13 

Menurut Kotler, konsumen didefinisikan sebagai, 

consumers are individuals and household for personal use, 

producers are individual and organization buying for the purpose 

of producing (konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga 

untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau 

organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi).14 

b. Hak-Hak Konsumen 

Hak-hak konsumen secara khusus termuat dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu : 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/jasa. 

                                                            
13 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hlm. 99. 

14 Ibid., hlm. 99. 



12 
 

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen. 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, 

jujur, serta tidak diskriminatif. 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 

bagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Hak-hak konsumen menurut John F.Kennedy adalah hak 

untuk memperoleh keamanan (the right to be safety), hak 
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memperoleh (the right to be informed), hak untuk didengar (the 

right to be heard), dan hak untuk memilih (the right to choose).15 

Resolusi PBB No. 39/248 tahun 1985 mengemukakan 

beberapa hak konsumen, diantaranya adalah : 

1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 

kesehatan dan keamanannya. 

2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi 

konsumen. 

3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen 

untuk memberikan kemampuan untuk melakukan 

pilihan yang tepat. 

4) Pendidikan konsumen. 

5) Tersedianya ganti rugi bagi konsumen. 

6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.16 

c. Pelaku Usaha 

Hak-hak konsumen sudah dijelaskan diaturan undang-

undang perlindungan konsumen akan tetapi dalam kenyataannya 

konsumen tidak menyadari tentang adanya hak-hak konsumen. 

Namun dalam kewajibannya dalam undang-undang perlindungan 

konsumen para konsumen umumnya banyak memahami akan 

tetapi, tidak untuk mengikuti upaya perlindungan hukum sengketa 

                                                            
15 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 412. 

16 Ibid., hlm. 412. 
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perlindungan konsumen. Mereka hanya bisa mengeluhkan ke 

pelaku usaha tetapi apabila mereka gagal dalam penyampain 

mereka menghentikan proses tersebut, karena jarang para 

konsumen menuntut secara hukum. 

Dalam pihak lain konsumen juga dibebani dengan 

kewajiban atau tanggungjawab terhadap pihak penjual atau pelaku 

usaha, dimana kewajiban konsumen meliputi : 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, 

demi keamanan dan keselamatan. 

2) Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang ataun jasa. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.17 

Menurut pasal 6 UUPK pelaku usaha menjelaskan hak 

pelaku usaha terhadap konsumen diantaranya : 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai denan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

                                                            
17 Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, hlm.101. 
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2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen beritikad tidak baik. 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di 

dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya.18 

F. Metode Penelitian 

1. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang 

akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di Condotel 

Mataram City Yogyakarta. 

b. Data sekunder, yaitu dari data hasil penelitian kepustakaan yang 

berupa, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip, dan dokumen-

dokumen lainnya yang berhubungan dengan perlindungan 

konsumen. Data penelitian ini diawali dengan premis normatif, 

yang datannya juga diawali dengan data sekunder. Data sekunder 

terdiri dari 3 (tiga) bahan baku, yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut : 

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat19 berupa peraturan perundang-undangan yang 

                                                            
18 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 335. 
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berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas terdiri dari : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan baku primer, seperti 

Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau 

pendapat pakar hukum.20 Buku karangan sarjana serta 

makalah-makalah yang berasal dari seminar terutama 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.21 

                                                                                                                                                                   
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan keenam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 31. 

20 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), hlm. 118. 

21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian, Cetakan keenam, hlm. 32. 
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Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum 

tersier terdiri dari : 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indonesia 

c) Kamus Inggris-Indonesia 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Unit Condotel PT. Saraswanti 

Indoland Development di Mataram City Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama. 

b. Data Sekunder, antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya. 

Ciri umum data sekunder : 

a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan 

dapat dipergunakan segera. 

b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi 

oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak 
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mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, 

analisis maupun kontruksi data. 

c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.22 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Condotel Mataram City Yogyakarta 

dan terhadap para pihak konsumen Condotel Mataram City 

Yogyakarta.  

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat 

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, 

dan  wawancara atau interview.23 

a. Dokumentasi 

Memperoleh data adanya wanprestasi yang dilakukan Condotel 

Mataram City Yogyakarta terhadap para pelaku usaha/ konsumen 

atau investasi. 

b. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang mempelajari gejala-gejala 

disekitarnya. Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai 

sarana pengumpulan data peneliti adalah, 

                                                            
22 Ibid., hlm. 30. 

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan  ketiga, (Jakarta: UI Press, 
1981), hlm. 21. 
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1) Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, 

sebagaimana adanya atau sebagaimana terjadi dengan 

sesungguhnya. 

2) Untuk mendapatkan data perihal perilaku nyata di 

dalam prosesnya. 

3) Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, 

dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak 

dikemukakan di dalam bahan pustaka.24 

Maka, metode ini berkaitan dengan gambaran umum tentang letak 

geografis meliputi keadaan lingkungan terhadap Condotel Mataram 

City Yogyakarta. 

c. Metode Wawancara atau Interview 

Metode wawancara atau interview adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.25 

Dalam metode wawancara ini digunakan dengan kuesioner 

terhadap pelaku usaha/konsumen atau para investasi dengan 

metode perlindungan hukum terhadap konsumen. 

 

 

                                                            
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 207. 

25 Hadari Nawai, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 
2003), hlm. 100. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.26 

Dipihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut: 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b. Mencari data dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, 

mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan 

membuat indeksnya. 

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, 

dan membuat temuan-temuan umum.27 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama pendahuluan di dalam sub bab pertama disajikan 

tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka sub bab ke dua mengenai perumusaan masalah. Selanjutnya 

disajikan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat tentang telaah 

                                                            
26 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 248. 

27 Ibid., hlm. 248. 
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pustaka yang menguraikan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang 

terdahulu. Pada sub bab kelima kerangka teoritik yang merupakan 

landasan teori dari penulisan skripsi. Dan sub bab keenam metode 

penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian, 

diantaranya adalah sumber data penelitian, sifat penelitian, metode 

pengumpulan data, lokasi penelitian, alat dan tenik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

 Bab kedua mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian yang 

menjelaskan, tinjauan umum perjanjian dan tinjauan umum mengenai 

perlindungan konsumen.  

Bab ketiga membahas gambaran umum Condotel Mataram City 

Yogyakarta, mengenai tinjauan umum mengenai Condotel Mataram City 

Yogyakarta dengan menjelaskan pengertian condotel, tata letak geografis 

Mataram City Yogyakarta, sejarah berdirinya Condotel Mataram City 

Yogyakarta, dan struktur organisasi Condotel Mataram City Yogyakarta 

dan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai konsumen 

diantaranya gambaran umum konsumen,  tinjauan perjanjian jual beli unit 

Condotel Mataram City Yogyakarta, dan menjelaskan hubungan hukum 

perjanjian antara Condotel Mataram City Yogyakarta dengan konsumen. 

Bab keempat merupakan pembahasan hasil dari penelitian dengan 

menjawab rumusan masalah tentang terdapatnya wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland 

Development di Mataram City Yogyakarta dan perlindungan konsumen 
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terhadap penyelelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi perjanjian jual 

beli unit condotel PT. Saraswanti Indoland Development di Mataram City 

Yogyakarta.  

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan mengenai pokok-

pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari 

hasil penelitian dari jawaban rumusan masalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

terdapat kesimpulan sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Keterkaitan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) unit 

Condotel Mataram City Yogyakarta dengan pihak konsumen pembeli 

condotel menimbulkan pihak yang wanprestasi dengan adanya 

keterlambatan penyerahan unit condotel yang disebabkan pihak PT. 

Saraswanti Indoland Development Condotel Mataram City 

Yogyakarta dengan dasar unsur-unsur wanprestasi yaitu dengan telah 

melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan dan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

2. Rumusan perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa akibat 

adanya wanprestasi perjanjian jual beli unit condotel PT. Saraswanti 

Indoland Development di Mataram City tidak dijelaskan tentang 

adanya wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha namun dalam BAB 

III Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 huruf h yang menjelaskan, 

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan adanya kewajiban 
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pelaku usaha dalam memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Maka pihak konsumen 

dapat melaporkan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang 

Perlindungan konsumen tentang tugas dan wewenang Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  

B. Saran 

1. Konsumen perlu adanya peran aktif dalam hak konsumen untuk 

memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dari 

perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak 

konsumen. 

2. Adanya peningkatan upaya perlindungan terhadap konsumen terutama 

dalam hal penerapan wanprestasi yang dapat merugikan konsumen 

sehingga dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 

pelaku usaha memiliki kehati-hatian dalam pelaksaan perjanjian yang 

telah dibuat dan para pihak yang berkepentingan memiliki kedudukan 

seimbang secara ekonomi maupun sosial. 
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